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Redaksi

Salam Dumas.

Buletin Pengaduan Masyarakat 
kembali hadir menyajikan informasi 
terkini  mengenai penanganan pengaduan 
masyarakat yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Sekretariat Negara, 
khususnya unit kerja Asisten Deputi 
Pengaduan Masyarakat. 

Pada edisi kali ini kami menyajikan 
Info Dumas yang berisikan tentang 
partisipasi Kemensetneg dalam Kegiatan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 
yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal, 
Kementerian Dalam Negeri bekerja sama 
dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu, 
rubrik Respons yang berisikan penjelasan 
instansi terkait terhadap penanganan 
pengaduan masyarakat dan informasi 
mengenai surat pengaduan terbanyak 
berdasarkan asal daerah dan jenis 
permasalahannya. Pada bagian penutup, 
seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami 
hadirkan, berisikan daftar permasalahan 
mengemuka yang  banyak diadukan oleh 
masyarakat  dan cukup menjadi perhatian 
sepanjang bulan Oktober 2018.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.

Dalam upaya meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat 
yang menyampaikan pengaduan, 
diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan 
masyarakat tidak dipungut biaya.

2. Pengecekan tindak lanjut 
penanganan pengaduan hanya 
akan dilayani jika dilakukan oleh 
pengadu langsung (tidak melalui 
perantara).

3. Waktu pelayanan pengecekan 
tindak lanjut penanganan 
pengaduan setiap hari kerja, pukul 
09.00 - 15.00.

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3

Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id 

Info Dumas

Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, 
Kementerian Sekretariat Negara 
(Asdep Dumas Kemensetneg), 

untuk kesekian kalinya mengikuti kegiatan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 
tingkat nasional. Pada ksesempatan kali ini, 
kegiatan diselenggarakan di Bengkulu, pada 
tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2018. Inspektorat 
Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Itjen 
Kemendagri) sebagai koordinator kegiatan, 
menggandeng Inspektorat Provinsi Bengkulu 
sebagai tuan rumah.

Acara tersebut melibatkan seluruh 
Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di 
Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Menteri 
Dalam Negeri dan Plt. Gubernur Bengkulu. 
Tim Kemensetneg pada kegiatan TLHP  
kali ini, dipimpin langsung oleh Deputi 
Bidang Hubungan Kelembagaan dan 
Kemasyarakatan serta Asisten Deputi 
Pengaduan Masyarakat, Kemensetneg. 

Pada kegiatan TLHP Itjen Kemendagri kali 
ini, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat 
mengungkapkan harapannya, agar kegiatan 
TLHP dapat menambah jumlah selesainya 
penanganan pengaduan masyarakat kepada 
Presiden yang diteruskan kepada Pemerintah 
Provinsi/ Kota/ Kabupaten terkait.

Kemensetneg sangat menaruh perhatian 
yang besar terhadap selesainya penanganan 
pengaduan masyarakat yang diteruskan 
kepada instansi terkait. Hal ini disebabkan 
jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat 
yang dilakukan oleh instansi terkait 
menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama 
Kementerian  Sekretariat Negara. 

Pemerintah  Provinsi/Kota/Kabu-
paten  sangat antusias mengunjungi meja 
Kemensetneg yang disediakan oleh panitia 
untuk memperbaharui data penanganan 
pengaduan masyarakat yang penyelesaiannya 
menjadi kewenangan mereka.

Penanggung Jawab
Hadi Nugroho

Redaktur
Yane Widayanti

Penyunting/Editor
Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel
Nindita Indraswari

Miratunnisa Duhati H

Sekretariat
Fajar A Rahman

 Kegiatan TLHP Itjen Kemendagri yang diikuti Asisten Deputi engaduan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara

 Kementerian Sekretariat Negara ikut serta dalam Kegiatan
 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri di Bengkulu



4  Buletin Pengaduan Masyarakat 5 April 2018

Respons Respons
Pemerintah 

KabupatenLamongan

Kemensetneg mendapatkan pengaduan 
dari warga Kabupaten Lamongan yang 
melaporkan dugaan praktik pungutan 
liar oleh oknum perangkat Desa dalam 
pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan, 
Jawa Timur melalui surat yang ditujukan 
kepada Presiden RI. 

Berdasarkan surat pengaduan tersebut, 
Kemensetneg berkoordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan 
melalui surat Asisten Deputi Pengaduan 
Masyarakat tanggal 7 Juni 2018. Terhadap 
penbaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Lamongan memberikan penjelasan kepada 
Kemensetneg pada tanggal 3 Oktober 2018.

Dalam surat kepada Kemensetneg, Ins-
pektur Kabupaten Lamongan menjelaskan 
bahwa Desa tersebut memang benar meru-
pakan salah satu desa yang menjadi lokasi 

kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaft-
aran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Per-
tanahan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 
dengan kuota sejumlah 250 pemohon.

Dalam rangka mensukseskan Program 
Operasi Nasional Agraria (Prona) Tahun 
2017, Panitia Pelaksana Program Prona telah 
melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- Pembentukan Panitia Pelaksana Pro-
gram Prona dengan keputusan Kepala Desa.

- Melaksanakan sosialisasi yang dilaku-
kan secara bersama oleh BPN Kabupaten 
Lamongan, Panitia Pelaksana Program Pro-
na dan Perangkat Desa kepada pemohon 
sertifikat tanah.

- Memusyawarahkan dan menetapkan 
biaya tambahan dengan membuat berita 
acara musyawarah dan ditetapkan dalam 
Peraturan Desa tentang Pengajuan dan Bi-
aya Sertifikat (Prona) Tahun 2017.

- Melaksanakan pemberkasan terhadap 
pemohon sertifikat tanah.

- Dari 250 pemohon sertifikat dinyatakan 
selesai dan pada tanggal 20 Oktober 2017 
sertifikat telah disampaikan kepada para 
pemohon sertifikat tanah.

- Mempertanggungjawabkan keuangan 
biaya tambahan kepada para pemohon.

Terkait biaya tambahan yang telah ditetap-
kan dalam Peraturan Desa tentang Pengajuan 
dan Biaya Sertifikat (Prona) Tahun 2017 sebe-
sar Rp.1.000.000,-, pihak panitia mempedo-
mani Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 
Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap den-
gan menegaskan Pasal 6:

(1) Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan di-
maksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2 dibebankan kepada masing-masing peser-
ta PTSL.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan hasil 
musyawarah bersama antara Kelompok Ma-
syarakat dengan melibatkan peserta PTSL.

(3) Besaran biaya yang ditetapkan seb-
agaimana dimaksud pada ayat 2 harus ra-
sional, wajar dan berdasarkan asas kepatutan.

Inspektur Kabupaten Lamongan melan-
jutkan penjelasannya dalam surat kepada Ke-
menterian Sekretariat Negara, bahwa biaya 
tambahan sebesar Rp.1000.000,- yang telah 
ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Peratuan Desa tentang pengajuan dan 
biaya sertifikat (Prona) Tahun 2017, dianta-
ranya digunakan untuk biaya pemberkasan, 
biaya materai, beli patok, konsumsi sidang 
pemberkasan, biaya pra pendataan dan ad-
ministrasi pendaftaran, biaa keterangan war-
is, perjalanan dinas panitia, konsumsi penger-
jaan administrasi, biaya pemasangan patok, 
biaya pembangunan pemasangan patok ba-
tas, konsumsi sidang waris hibah, konsumsi 
penyerahan sertifikat dan biaya kepanitiaan 
(honor).

Panitia Pelaksana Program Prona me-
nyampaikan bahwa uang yang dikelola terse-
but telah direalisasikan sesuai rencana dan 
keuangannya telah dipertanggungjawabkan 
kepada kemohon sertifikat tanah. Dari per-
tanggungjawaban yang telah disampaikan, 

para pemohon dapat menerimanya dan san-
gat senang dengan adanya program Prona di 
Desa mereka.

Terkait dengan biaya tambahan yang di-
bebankan kepada mereka, para pemohon 
mengaku tidak mempermasalahkan biaya 
tersebut. Hal tersebut diungkapkan para 
pemohon, karena apabila mengurus send-
iri untuk sertifikat tanah, biaya yang harus 
dikeluarkan lebih besar dari biaya yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, pemo-
hon menghendaki agar program tersebut 
bisa dilaksanakan kembali di desa mereka. 
Menurut informasi yang disampaikan oleh In-
spektur Kabupaten Lamongan, di desa terse-
but telah terdaftar ± 1.500 pemohon.

Inspektur Kabupaten Lamongan melanjut-
kan penjelasannya, bahwa pada dasarnya Pro-
gram Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 
di desa yang dilaporkan tersebut dapat di-
laksanakan secara baik dan lancar. Selain itu, 
para pemohonsertifikat juga merasa terbantu 
dengan adanya praogram dimaksud dan ma-
syarakat berharap program tersebut dapat 
berlanjut di kemudian hari.
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Statistik Statistik
 Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan
 masyarakat kepada Presiden RI berdasarkan

jenis permasalahannya
Selama bulan Oktober 2018 telah ditangani 

sebanyak 621 surat, yang terdiri dari surat yang 
diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 
199 surat, dan selebihnya sebanyak 422 surat/
berkas menjadi bahan monitor dan cukup 
untuk diketahui (UDK), antara lain karena 
hanya berupa tembusan, pengulangan surat 
sebelumnya, tidak disertai data/dokumen 
pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu 
maupun substansi permasalahannya.

 Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan Asal Daerah bulan Oktober 2018

 Tabel Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat
kepada Presiden RI bulan Oktober 2018 berdasarkan jenis permasalahannya

 Infografis surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI yang diterima selama
bulan Oktober 2018 berdasarkan asal daerah/provinsi

Berdasarkan asal daerah pengaduan, 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu 
sebanyak 325 surat (28,46%), Jawa Barat sebanyak 108 surat (9,46%), Jawa Timur sebanyak 122 
surat (10,68%), Jawa Tengah sebanyak 98 surat (8,58%), dan Sumatera Utara sebanyak 81 surat 
(7,09%).

Pada Bulan Oktober 2018 telah diterima 
pengaduan masyarakat sebanyak 1142 
surat dengan rincian berdasarkan jenis 
masalah sebagai berikut Pertanahan/
Perumahan sebanyak 225 surat (19,7%), 
Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 214 
surat (18,7%), Pelayanan Masyarakat 
sebanyak 105 surat (9%), Kepegawaian/
Ketenagakerjaan sebanyak 216 surat 
(18,9%), Korupsi/Pungli sebanyak 53 surat 
(4,6%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 29 
surat (2,5%), Lingkungan Hidup 9 surat 
(0,8%), Penyalahgunaan Wewenang 18 
surat (2%), dan umum sebanyak 273 surat 
(23,9%).
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DKI Jakarta: 325 surat (28,46%)

Jawa Tengah: 98 surat (8,58%)Jawa Barat: 108 surat (9,46%)

Jawa Timur: 122 surat (10,68%)Sumatera Utara: 81 surat (7,09%)
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Sorotan

Sepanjang bulan Oktober 2018 terdapat 
pengaduan dengan jenis permasalahan 
yang mengemuka dan perlu dicermati 

antara lain sebagai berikut:

Hukum, Peradilan dan HAM

•	 Laporan dugaan penyuapan pada 
pelaksanaan penerimaan Calon Siswa Praja 
IPDN Tahun 2016 s.d. 2018 oleh oknum 
pegawai pada Biro Hukum Kementerian 
Dalam Negeri, oknum mahasiswa Program 
Pascasarjana/Doktoral, staf dan Panitia 
Penerimaan Calon Siswa Praja IPDN Tahun 
2016 s.d. 2018.

•	 Laporan dugaan penguasaan minyak 
tanah bersubsidi, sehingga merugikan 
masyarakat di Desa Waai, Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, 
Provinsi Maluku.

•	 Laporan dugaan pungli dalam pengurusan 
sertifikat tanah di Kelurahan Semper Barat, 
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

•	 Permohonan tindak lanjut penanganan 
kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam 
pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa, 
Alokasi Dana Desa dan Dana BHPRD 
Tahun Anggaran 2016 di Desa lraonolase, 
Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, 
Sumatera Utara.

•	 Laporan dugaan penyalahgunaan 
wewenang dalam pengelolaan dana hasil 
penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) oleh 
Kepala Desa Jetis, Kecamatan Besuki, 
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

 Pertanahan, Perumahan dan
Lingkungan Hidup

 
•	 Permohonan pengembalian fungsi lahan 

penghijauan di Kompleks Perumahan 
Taman Kota, persil Jalan Kembangan Blok 
41, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta 
Barat.

•	 Permohonan bantuan penyelesaian ganti 
rugi atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 
49/Desa Tanjung Tebat di Desa Tanjung 
Tebat, Kecamatan Sumendo, Kabupaten 
Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 
yang digunakan untuk pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap.

•	 Laporan adanya kegiatan usaha 
pengolahan ikan asin di Jalan Solo, 
Dusun Xl, Desa Suka Maju, Kecamatan 
Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, yang 
diduga tidak memiliki ijin usaha dan telah 
menimbulkan pencemaran lingkungan 
(bau busuk) serta gangguan kesehatan 
masyarakat.

•	 Permohonan bantuan penyelesaian ganti 
rugi pembebasan lahan seluas 1.300 m2 di 
Kampung Gombong Onan, Desa Watesjaya, 
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor 
yang terkena pembangunan Jalan Tol 
Bogor-Ciawi-Sukabumi oleh PT Waskita 
Karya.

Pelayanan Publik
 Aparatur, dan

  Ketenagakerjaan

•	 Permohonan pembangunan infrastruktur 
dasar di Desa Tarduk Dampak, Kabupaten 
Sekadau, Kalimantan Barat.

•	 Permohonan perbaikan sarana dan 
prasarana dan mutu pelayanan lapangan 
terbang serta penambahan jadwal 
pesawat di Bandar Udara Teuku Cut Ali, 
Aceh Selatan.

•	 Laporan dugaan pelanggaran normatif 
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT 
Mega Hijau Bersama di Kabupaten Musi 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.


